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Hal : Penyampaian Salinan Permenristekdikti

Nomor 24 Tahun 2015

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi
2. Direktur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi

3. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar

Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Institut Seni Indonesia Denpasar, dengan hormat bersama ini kami
sampaikan salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
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SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Institut Seni
Indonesia Denpasar untuk melaksanakan pelayanan dan
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat, perlu melakukan penataan
organisasi dan tata kerja Institut Seni Indonesia
Denpasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang

Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia
Denpasar;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

-Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
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Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B-2318/M.PAN-RB/07/2015
tanggal 13 Juli 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Institut Seni Indonesia Denpasar selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini
disebut ISI Denpasar merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(2) ISI Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
ISI Denpasar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan
dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 3
ISI DENPASAR memiliki organ yang terdiri atas:
Senat;
Rektor;

Satuan Pengawas Internal; dan
Dewan Penyantun.

p.o TP

Bagian Kedua
Senat

Pasal 4

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang

menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan akademik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam statuta [SI Denpasar.



-3-

Bagian Ketiga
Rektor
Pasal 5

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang

menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan ISI
Denpasar.

(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

a. Rektor dan Wakil Rektor;
b. Biro;

c. Fakultas;

d.

Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan
Pendidikan; dan

€. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas
memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan
hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;

b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan
lingkungan; dan

€. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 9

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Wakil Rektor terdiri atas:

a. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

(3) Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai
tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang
pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

(4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu

Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi
umum, kepegawaian, dan keuangan.
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(5) Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mefnpunyai tugas
membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang

perencanaan dan kerja sama serta pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi.

Paragraf 2
Biro

Pasal 10

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur
pelaksana administrasi ISI Denpasar yang menyelenggarakan pelayanan
teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan ISI Denpasar.

(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Biro terdiri atas:

a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama; dan
b. Biro Umum dan Keuangan.

Pasal 12

Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di
bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro

Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan ISI Denpasar;

c. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;

d. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat;

pelaksanaan registrasi dan data mahasiswa;

pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;

pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan
anggaran. '

e o B o)

Pasal 14
Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama terdiri atas:

a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,;

b. Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
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huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanaﬁ dan evaluasi

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan
kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian
Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;

pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;

pelaksanaan registrasi dan data mahasiswa;

pelaksanaan pengelolaan sarana akademik;

pelaksanaan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;

pelaksanaan pengelolaan fasilitas kemahasiswaan;

. pelaksanaan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan;

pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa; dan

pelaksanaan penyusunan data dan statistik alumni serta urusan alumni
lainnya.

o
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Pasal 17

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
a. Subbagian Akademik; dan
b. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 18

(1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan pemberian layanan dan
evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi,
pengolahan data akademik, dan pengelolaan sarana akademik.

(2) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan layanan
pembinaan minat, bakat, penalaran, administrasi kegiatan kemahasiswaan,
informasi kemahasiswaan, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengolahan
data kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 19

Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan evaluasi rencana pengembangan, program, kegiatan, dan anggaran serta
kegiatan kerja sama dan hubungan masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian
Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
penyusunan rencana pengembangan ISI Denpasar;

penyusunan program dan anggaran;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri; dan
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

o a0 o
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Pasal 21

Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
b. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 22

(1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan
urusan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran serta
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana,
program, dan anggaran.

(2) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tugas melakukan

koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri serta
urusan hubungan masyarakat.

Pasal 23

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
mempunyai tugas melaksanakan urusan, ketatausahaan, hukum,

ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan
barang milik negara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum
dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan ketatausahaan;

pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan,;

pelaksanaan urusan kepegawaian;

pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan

pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

-0 Q0T

Pasal 25

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:
a. Bagian Umum;

b. Bagian Keuangan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kepegawaian, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik
negara.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan
hukum;

b. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
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pelaksanaan urusan keprotokolan;
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 28

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha, Hukum, dan Tata Laksana;
b. Subbagian Kepegawaian; dan

c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

(1)

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha, Hukum, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan layanan pimpinan serta
penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, organisasi,
dan ketatalaksanaan.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi
dan rencana pengembangan, serta pengadaan, pengangkatan, mutasi,
pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian
pendidik dan tenaga kependidikan.

Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melakukan urusan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, rapat dinas,
upacara, dan keprotokolan serta penyusunan kebutuhan, pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan barang
milik negara.

Pasal 30

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan akuntansi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian
Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan anggaran;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan

c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 32

Bagian Keuangan terdiri atas:

a.
b

Subbagian Anggaran; dan
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 33

(1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan,

penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran
penerimaan negara bukan pajak dan nonpenerimaan negara bukan pajak .

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan

akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 34






